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KASUS BANSOS SULTENG

Vonis Mukadas Pila Ditunda

PALU, MERCUSUAR - Mu-
kadas Pila (57), masih da-
pat bernafas lega setelah
Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan
negeri (PN) Palu diketuai
[ Made Sukanada SH MH
menunda pembacaan vonis,
Kamis (15/8/2013).

Mukadas Pila merupakan
terdakwa kasus dugaan
korupsi penyaluran dana
bantuan sosial (Bansos) dan
hibah tahun 2010-2011 di
Pemerintah Provinsi Sul-

teng.
Penundaan sidang den-
gan agenda pembacaan
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vonis itu, karena Majelis
Hakim belum lengkap. “Si-
dang ditunda hingga Kamis
(22/8/2013) pekan depan,
dengan agenda pembacaan
putusan,” singkat I Made
Sukanada.

Diketahui, Senin (22/7/
2013) lalu, Mukadas Pila
dituntut dua tahun enam
bulan penjara oleh Jaksa
Penuntut Umum (JPU).

Selain itu, ia juga dituntut
membayar denda Rp100
juta subsider enam bulan
kurungan, serta membayar
biaya pengganti Rp110 juta
subsider delapan bulan
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AFUKASI PERKANTORAN :
Windows 7, Word 2007,
Excel 2007, Powerpomt 2007
DESAIN GRAFIS :

PageMaker 7, CorelDraw, Photoshop.
PAKET KHUSUS :

Teknisi Komputer (hardware/software)

 Install Harddisk, Install Intemet.

<+ Penjualan komputer  laptop, printer, UPS, LCD, monitor,
B8 Seice Komputer lptop, (ipe lamatan) i

| % Sclamattan cata yang nmmangaﬁ

penjara.

Sementara itu, barang
bukti berupa dokumen yang
berjumlah 139 item, dianta-
ranya berupa Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D),
Surat Perintah Membayar
(SPM) serta sejumlah pro-
posal permohonan bantuan,
tetap terlampir dalam ber-
kas perkara.

Dalam amar tuntutan JPU,
terdakwa terbukti melang-
gar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat
(1) huruf b UU Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana
yang telah diubah dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan
Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)
ke- 1 KUHP.

JPU mempertimbangkan
hal-hal yang memberatkan
dan meringankan dalam
menuntut terdakwa.
~ Pertimbangan memberat-
kan, terdakwa tidak mendu-
kung program pemerintah
dalam pemberantasan ko-
rupsi. Sedangkan pertim-
bangan meringankan, di-
antaranya terdakwa belum
pernah dihukum, mengakui
perbuatannya serta tidak
menikmati keuntungan dari
kerugian negara tersebut.
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